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PENDAHULUAN 

Seperti kita ketahui, bahwa fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk 

mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan 

antara manusia dengan ncgara agar segala sesuatunya bcrjalan dengan tertib. Oleh 

karma itu, tujuan bukum odnlah untuk mencapai kedamnian dengan mC"'"Ujudkan 

kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kcpastian hukum menghendaki 

adanya perumusan kaedah-k.acdah hukum yang bcrlaku umum dalam suatu 

perundang-undangan, yang bcrarti pula bahwa kaedab-kaedab dalam perundang

undangan itu harus dilaksanakan dengan Legas. 

Oleh karena hukum mcngatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan 

hukum ditetapkan untuk sunru pertistiwa yang terjadi dimasa sekarong atau dimasa 

mendatang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tcgas sesuai dengan 

ketetapan yang ada dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum 

dan ketertiban dalam masyarakat. 

Pelaksanaan undang-undang dalam kebidupan masyarakat sehari-hari 

mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru 

terletak pada pelaksanaan hukum itu scndiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat 

diwujudkan dalam kcnyataan apabi la hukum itu dilaksanakan, karena memang 

hul.um diciptakan untuk dilalcsanakan. Kalau tidak demikian, maka hukum atau 

undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai 

mabta dalam kehidupan masyarakat. Peraturan bukum atau undang-undang yang 

dcmikian akan mati dengan sendirinya. 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan keanekaragaman 

um!!! bcragama yang terkandung didalamnya berdasarkan Pancasila dan Undang-
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undang Dasar 1945. Salah satu upaya dalam menegakan keadilan, kebenaran dan 

kepastian hukum rnelalui peradilan agama, sebagairnana yang dimaksud dalarn UU 

Nornor 4 Tahun 2004 tetang Kckuasaan Pokok Kehakirn11n. VU Nornor I Tahun 

1974 tentang Perkawinan diperlukan peraturan pelaksana antara lain yang 

menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan 

gugatan perceraian dan ketentuan scorang suami boleh beristri lebih dari scorang. 

Untul peraturan itulah maka dikeluarlJ!n PP Nomor 9 Tahuo 1975 sebagai pelaksana 

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Selain itu berturut-turut dikeluarkan sebagai peraturan untuk 

menyempumakan pelaksanaan undang-undang perkawinan tcrscbut yaitu: PP Nomor 

10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian PNS. PP Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 dan UU Nornor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Sank:si aias pelanggaran hukum pada urnunya kaidah 

agama, kaidah kebiasaan (adat) dan kesusilaan sebelum menjadi kaidah hukum 

ierutama dalarn sanksi. Sanksi :idalah suatu alcibat dari suatu reaksi atas suatu 

perbuatan terutarna dari penegak hukurn yang bertugas menjaga tata tcnib 

masyarakal 

Dalam pelanggaran kaidah hukum yaitu pelanggaran terhadap peraturan 

hukurn yang bertindak adalah perncrintah, rnelalui alat-alal perlengkapannya seperti 

polisi, jaksa dao hakim. Pelanggaran terhadap suatu adat kebiasaan dan agama 

sqianjang belum diadopsi oleh hukurn, reaksi dari penegak hukurn sering tidak ada. 

Tergantung dari pihak yang dirugikan yang akan mengajukan reaksi atau tidak dalarn 

mengajukan gugatan Kadang-kadang terhadap kacdah hul..urn juga tidak ada 

53111.sinya. Contoh Pasal 106 KUH Perdata bahwa islri �ajib hidup bersama-sama 

dengan suaminya dan mengikutinya kcmanapun kcdiaman suaminya. tetapi kalau si 

l5tri tidak mau, penegak hukurn tidak bisa berbuat apa-apa. karena tidak ada sanksi 

)illlg tegas, contob lain Pasal 34 KUH Perdata yang menyebulkan seorang perempuan 

2 
UNIVERSITAS MEDAN AREA




